KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Pemberian amnesti & abolisi bentuk intervensi atau koreksi
: Rabu, 06 Agustus 2025
: Rakyat Merdeka

Pemberian Amnesti & Aholisi
Bentuk Intervensi Atau Koreksi?
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Pemberian amnesti kepada
Politisi Partai Demokrasi Indone
Perjuangan (PDI-P) Hasto
Kristiyanto, serta pemberian
abolisi kepada mantan Menteri
Perdagangan Tom Lembong masih
ramai dibahas.

Meskipun keduanya sudah bebas,
langkah Pemerintah ini masih
mendapat kritikan dan banyak pihak
yang mendukung.

Institute for Criminal Justice

Reform (ICJR) menjadi salah satu
pihak yang member n kritiknya.
Peneliti ICJR Ove Syaifudin
meminta Pemerintah transparan
dalam menjelaskan alasan di balik
keputusan pemberian amnesti
untuk Hasto dan abolisi untuk Tom
Lembong. Sebab, kata dia, tanpa

dan abolisi ini akan menjadi
langkah yang tidak jelas dan
rentan politisasi,” ujar Ove, Selasa
(5/8/2025).

Menurutnya, pemberian
amnesti dan abolisi ini tidak
menyentuh akar persoalan
hukum di Indonesia. “Seperti

alasan yang jelas, ini
bisa dianggap sebagal intervensi
terhadap proses hukum.
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Rudianto Lallo kepada Rakyat
Merdeka, Selasa (5/8/2025).

Lantas, apakah pemberian amnesti

hukum? Untuk membahas topik ini
lebih lanjut. berikut pembahasan
:Ilmgan Ove

RUDIANTO LALLO,
Anggota Komisi Il DPR

Ini Bukan Intervensi,

56

isasi dan

v hukum
uh harus dilakukan
151 UL Narkatika

Seita mem-
pldana secara

rlu mem
hukum material
h sepertl Undang
Penegakan hukunm

menggang

dibu M‘}..

ol

betul murni karena
motif hukum.

ICIR menllal proses pemberian  pe
amnesti dan abolis ini kurang
ln.lwparln dan berpotensi meng s i

u proses hukum. Bagalmana
pandlnginA nda?

Sebenarnya. amnes: d
adalah hak konstit se
kepala negara di bidang yurisial
P R el 2

a

Bagaimana Anda menyikapi
kekhawatiran bahwa inl
gu proses bukum yang

atl Soekamoputr, Pre
Bambang Yudhoyono (SBY)
P Widoda Dokow
kan hak konstifusional
hak Isthmewa ind

Ini adalah koreksi
agar institusi
penegak hukum
dalam menangani
sebuah kasus betul-

I

Tomps
Kedua kasus ini, Batk
m
1nl seby
hadap insei

abolisi

onal peess

P

an dark ])['R

vl

mestlf hukum
sl hanva
rang tei
Beritberinge
Kasus yan

dapat

knsﬂah.m i
me

enemuKan

hukum pada kasus

Saya ber

Jang; Fakta peesid;

wa Presiden melaku
ko
bangsa,

Tom Lembong
epun Hasio, dindlai konroversial
menjadl korek:
pak hulkum

Maksud Anda inl adalah koreksi
untuk penegak hukum?
ah knseksi agar insth
m ik hukum dalam i
sebuah kasus betul-berul
Fakan 1

: diproses harus m

n
dnie s
alafan i baleh,

Lalu, hagaimana dongan proses

Saya kit untuk kasus

Tapi Bentuk Koreksi

an
#ukan
mengingar

sl

e Wipumes Tt

mengapa
troversial?

I’Jc».ld.\n mcng
adalaly langkah vang ar

kegaduhan. m ums

i
\..m mruqh;-n Fais e

na dia rweng
hindari proses. vang herarts dia tahu

Terkalt Kasus Tom Lembong,
Anda menyebutnya kon-

NEuk GERjAgE pErsatuan dan


http://www.tcpdf.org

